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KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai kajian pustaka. Bab ini terdiri dari empat

ab &ang terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan
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0 SIS -Hal yang peneliti akan lakukan pertama kali dengan membahas mengenai sub bab

andasan; teorltls mengenai konsep-konsep relevan untuk mendukung penelitian yang akan

@e!ﬁegs d

u akan sebagai bahan untuk melakukan analisis penelitian. Teori yang akan dibahas antara

engertlan persepsi, pajak, penggelapan pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi
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akan maupun teori-teori lain yang dapat mendukung penelitian ini.
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Péda sub bab penelitian terdahulu peneliti akan membahas mengenai penelitian-

elltlaﬁ terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan mempunyai kesamaan topik dalam

gdumgu Sl

elltlan ini. Peneliti juga membahas mengenai kerangka pemikiran yang merupakan pola

ir dalam menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Terakhir, pada bagian

B

bab‘hipotesis, peneliti membahas mengenai dugaan sementara yang mengacu pada

angka pemikiran yang perlu dibuktikan dalam penelitian ini.
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Pengertlan Persepsi
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F!g”rsepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian yang dilakukan seseorang guna
untuk memberikan penilaian terhadap objek tertentu. Persepsi menurut (Simbolon, 2008)
adalah proses dari hasil respon yang diterima individu dari lingkungannya untuk menafsirkan
konteks=yang sedang dihadapi. Individu akan mengalami banyaknya stimulus yang
dihadapi%ya, dan perbedaan dari stimulus tersebut dapat menimbulkan sebuah perbedaan

persepsi Ealam menghadapi objek yang sama.
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Sedangkan persepsi menurut (Walgito, 2004) merupakan hasil dari penginderaan yang

berproses-menjadi kesadaran serta membentuk kita dalam proses berpikir. Dalam terjadinya

—

mpti@ses peTsepS| individu biasanya selalu dituntut untuk memberikan suatu penilaian terhadap
o
%@nya suatu objek tertentu, penilaian ini bisa dalam bentuk positif maupun negatif, senang
= 3 E
oo
?@u@dn tldak senang. Lalu, sikap akan terbentuk karena adanya Persepsi, dimana hal ini
2 =92 @&
-] ©
ﬁrﬁmé*ul karena kecenderungan individu untuk bertindak serta berlaku tertentu di dalam suatu
5§ 2
%@a@ yang tertentu juga.
© 3
g c Ol‘eh karena itu, individu tidak hanya dikenal melalui satu stimulus saja yang
0
° 5
ﬁeﬁfmanya melainkan individu dikenai dengan berbagai macam stimulus yang tidak hanya
o C
x 2

darlr satu, oleh lingkungan serta keadaan disekitarnya, dan tidak semua stimulus yang

&
6uep

éerlma oleh individu akan mendapatkan respon untuk dapat dipersepsi, nhamun bergantung
é’da perhatlan individu tersebut (Walgito, 2004).

Pada dasarnya, Persepsi menurut (Simbolon, 2008) dibagi menjadi 2 bagian, yang
tama adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal, yaitu:
1) Faktor Internal

Faktor yang ada pada dalam diri individu tersebut, seperti pengalaman, perhatian,

swasana hati dan juga minat.

i) Fféktor Eksternal

:Jequms ueyingaAusw uep ueanf.ﬂeauam ed

Adanya pengaruh dari lingkungan serta objek-objek yang terlibat didalamnya, seperti
penempatan objek atau stimulus tersebut. Dimana hal ini akan mempengaruhi individu

dalam merasakan atau menerima stimulus tersebut.

= 13
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2. Pengertian Pajak

Rengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat yaitu pajak merupakan kewajiban dalam

L

smenyerahkan sebagian harta atau kekayaan yang diserahkan kepada kas negara, serta peraturan

o3

%%\g ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, tetapi tidak mendapatkan jasa timbal
%éil&idari hegara secara langsung, dan digunakan untuk memelihara serta kepentingan negara
és%a% uraum.

%% g Sedangkan pengertian Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Mengenai
%.(%tej ua;i Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

% % é “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

‘@maupun badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan
gegaf_gé larigsung serta digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan sebesar-besarnya untuk
emakmutan rakyat”

u
e

Z%Zé: Pengéelapan Pajak (Tax Evasion)

';D % Penggelapan Pajak merupakan pengelakkan ataupun pengabaian terhadap sistem
?gpéfpajakan dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sengaja untuk
;&énghindari serta mengelak dari pembayaran pajak.

?)g Menurut (Halim, Bawono, & Dara, 2014) pengertian dari Penggelapan Pajak (Tax
%ﬁ}sion)adalah sebuah tindakan manipulasi ilegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk

ngelalz dari pembayaran pajaknya serta melanggar peraturan perundang — undangan dan

kukan secara sengaja untuk menghindari pembayaran pajak. Banyaknya Wajib Pajak yang

Jodé_ ueu
Jageuns

-%Jmélakukaﬁ berbagai cara dalam membayarkan besarnya pajak yang terhutang dan ingin
membayarkan pajaknya sekecil mungkin bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali, hal
ini menyebabkan petugas pajak mengalami kesulitan sehingga seringkali tidak memenuhi
harapan Eemerintah. (Zain, 2005).

Zain (2005) juga mengungkapkan beberapa upaya dalam penggelapan pajak:

(@ Tidak memenuhi pengisian SPT secara tepat waktu

14
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(b) Tidak memenuhi laporan penghasilan serta pengurangannya secara jelas dan
lengkap.

(ci)Tidak memenuhi pembayaran pajaknya secara tepat waktu.

(d) Tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak dalam menyetor pajak penghasilan, baik

|tp dipotong ataupun dipungut.

(e} Tidak memenuhi kewajiban seorang Wajib Pajak dalam membayarkan tafsiran
pajaknya yang terhutang.

(fiTidak memenuhi permintaan petugas pajak maupun pihak ketiga.

(g) Melakukan penyuapan terhadap aparat pajak dan tindakan intimidasi lainnya.

Dfalri definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah

$Bny eAuey ynunyas neje ueibegas diynbusw bueueyq - |
buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

h

[s5}

untuk mengurangi, memanipulasi secara ilegal serta upaya untuk meloloskan diri dengan
k membayar pajaknya, serta memperkecil pajak terutangnya dengan melanggar undang-

ang perpajakan

Persep5| Terhadap Penggelapan Pajak

Persepsi menurut (Martadi & Sri Suranto, 2006) berpendapat bahwa persepsi

Ausw uep @axuwinjuesusgl edugq Il

@m;grupakan proses penerimaan informasi yang meliputi objek, simbol, orang dan juga
(ﬁaé?nahaman mengenai lingkungannya. Ini berarti dalam memahami suatu informasi mampu
%m%nlngkat’kan pengetahuan seseorang. Hal inilah yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku

5 .-
Q

“masing-masing antar individu yang menerima informasi tersebut, dimana individu yang

dimaksud.adalah Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berisi tentang:

’ﬂljak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

= 15
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

1na-l

Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) menurut (Permatasari & Laksito, 2013) merupakan

a atau‘saha untuk mengurangi atau bahkan menghapus jumlah pajak yang terutang dengan

ediipbuad e
ow Bueue

ggar peraturan perundang-undangan perpajakan.  Sedangkan penggelapan pajak

Aue
du%u
0FeH

2
unigeedi

r akan perbuatan yang melanggar hukum perundang-undangan dengan tidak melaporkan

o@patan mereka yang sebenarnya (Silaen, 2015).

Dérri penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak terhadap

elapan pajak merupakan bagaimana Wajib Pajak itu sendiri melihat serta

JexBnun)as neje UBibeq

@Jepﬁ buepun 16u

Ipuag, uebuuadayyniun

A

|nterpreta3|kan suatu peristiwa serta tindakan yang terkait dengan penggelapan pajak,

E|

nana persep5| tersebut sudah dipengaruhi oleh rangsangan fisik (Faktor Eksternal) dan

Bue) Igsnn

enderungan dari Wajib Pajak tersebut (Faktor Internal) dalam menilai suatu subjek

nuad ‘uegijaugg ‘ue

rniawati & Toly, 2014).

]

pes!
Wm,uea@w e

engertlan Keadilan
Pengertian keadilan menurut Teori John Rawls (Faiz, 2009) yaitu keadilan dengan
asi yang sama dan setara untuk setiap individu. Individu satu dengan yang lainnya tidak

di pihak yang memiliki posisi yang lebih besar ataupun tinggi seperti kekuatan, status sosial

]\&euns&ﬁuaduge!w]! elie

Ziaquis uegﬂqa/@ew uep ue

g diperoleh, dan kedudukan seseorang yang dapat menyebabkan kesepakatan dengan pihak

amn

‘uegode

nyagsecata seimbang. Keadilan menurut Mahkamah Konstitusi yaitu keadilan tidaklah
harus selalu memperlakukan hal yang sama kepada setiap individu, melainkan keadilan
haruslah=memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan hal yang beda
apabila hal itu berbeda, karena jika terdapat hal yang yang berbeda namun diperlakukan secara

sama maka hal ini akan menjadi tidak adil.

= 16
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan merupakan kata dasar adil
yang berarti sama beratnya, tidak memihak pihak manapun, dan tidak berat sebelah, adil berarti

—

@pegang pada kebenaran dan juga tidak sewenang-wenang.

eaor Ian Pajak

Salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam pajak suatu negara adalah keadilan.

eAuey uediynbuad g
s dinnbusup-Hue.e
A

g
pu@[ﬁue@ﬂ 6% pun&:eidin yeH

an pajak yaitu menerapkan sistem perpajakan yang ada. Banyaknya Wajib Pajak serta

YNy
eibe

3o

S rakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan

i gaANajlb Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil.

185nese

awatl & Toly, 2014). Keadilan Pajak dalam suatu perundang — undangan dengan

n@esualkan kemampuan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya, dan adil dalam

puaduebujuads

@5 m%@ex @m

aksanaan dengan memberikan hak Wajib Pajak apabila mengajukan keberatan (Pulungan,

a1
~
[

Menerut (Waluyo & Irawan, 2000) asas keadilan pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian,

injuedusw e@m Iu
=y

wesnnuad ‘uegliauag;‘uey
c

uep uey

p—

Prinsip Manfaat (Benefit Principle)

Sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila Wajib Pajak menerima manfaat ataupun

ki)ntribusi dari jasa pemerintah. Jasa pemerintah yang dimaksud meliputi sarana yang

telah disediakan guna untuk meningkatkan kesahjehteraan masyarakat.

Pr|n3|p Kemampuan untuk membayar (Ability Principle)

‘ueJlode) ueunsnAuad ‘yeruy) edie
~:Jaguins ueyingakusw

RFinsip Ability Principle lebih ditekankan dalam membayar pajaknya, lebih dibebankan
képada Wajib Pajak dalam kemampuan untuk membayar pajak yang terhutang.
iii) Keadtlan Horizontal dan Keadilan Vertikal

), Keadilan Horizontal

= 17
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Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak dikatakan adil apabila beban pajak yang
tértanggung oleh Wajib Pajak sama dengan penghasilan yang diperoleh dan tidak
mi?mbebankan jenis penghasilan dan sumber penghasilannya.

b) Keadilan Vertikal

eH

= Keadilan vertikal dalam pemungutan pajaknya lebih dibebankan kepada Wajib Pajak

déngan kemampuan atau penghasilan yang besar harus membayar pajak yang terhutang

Iebih besar.

e erpajakan

15g,nee uelbegas dipnbusw bueue)iqg |
pun-BUEwm Ibunpunig exdiy

SEStem Perpajakan yang dianut oleh negara kita Indonesia adalah Self Assesment

t@n d1mana sistem perpajakan ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan serta tanggung

Bfuey ynun

511Ny

a ab untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri besarnya pajak yang telah terhutang

ad uey

niueauaw edgie; 1u

uai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Waluyo & Irawan, 2000) sistem perpajakan dalam pemungutan pajak dibagi

esijnuad ‘ueyjiau

njadi 3 bagian, yaitu:

2

1) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak dengan Official Assesment System yaitu dengan memberikan

wewenang kepada pemerintah untuk menentukan pajak yang terhutang oleh Wajib

Rajak. Adapun ciri-ciri sistem perpajakan Official Assesment System sebagai berikut:

:Jaquins ueyingaiuaw uep ue

"a) Wajib Pajak bersifat pasif, yang artinya Pemerintah lebih mempunyai

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw)l eAie

wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.
b) Mempunyai wewenang dalam menentukan besarnya pajak terhadap fiscus, yang
artinya pihak fiskus lebih cukup dominan dalam menentukan besarnya pajak

yang terhutang. Sistem ini biasanya dilibatkan kepada masyarakat luar selaku

= 18
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Waijib Pajak yang dianggap belum mampu dalam menentukan serta mengitung

@

pajaknya sendiri.
c) Timbulnya hutang pajak setelah sudah dikeluarkan nya surat ketetapan oleh

fiskus.

i eydid yeH

Self Assesment System

buepun-buepun 1bunpunig eidEyeH

Sistem pemungutan pajak dengan Self Assesment System vyaitu dengan
memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri
besarnya pajak yang terhutang. Ciri-ciri Self Assesment System sebagai berikut:

a) Wajib Pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak

"yejesew niens ueneluly uep yiidy uesijnuad

‘uelode) ueuninﬂuad ‘yerwl eAuey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

terhutang.

O
~

Campur tangan fiskus tidak ikut serta dan hanya betugas untuk mengawasi.

O
~—

Wajib Pajak secara aktif dimulai dari menghitung, menyetor, serta melaporkan

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

sendiri pajak terhutangnya.
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Q
iii) With Holding System
gt

Sistem pemungutan pajak dengan With Holding System yaitu dengan memberikan
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wewenang kepada pihak ketiga (Selain fiskus dan juga Wajib Pajak).
=

n
[

Asagbemungutan Pajak

5&5 pemungutan pajak menurut (Waluyo & Irawan, 2000) mengemukakan dari Adam
=

:Jaquins upyINga

SZ'{jith dalam buku Wealth Of Nation menyatakan sistem pemungutan pajak harus
)
ditlasarkan atas 4 asas :
5
i) EQuality
q
%ng artinya mempunyai persamaan hak dan kewajiban, serta terdapat keadilan
=
(ﬁntara Wajib Pajak dalam suatu negara. Equality dibagi menjadi :

a) Keadilan Horizontal

19
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Yang berarti mempunyai beban pajak yang sama kepada seluruh Wajib Pajak
dengan penghasilan yang sama tanpa membedakan berdasarkan jenis
penghasilan maupun sumber penghasilan.
_ b) Certainty
Penetapan pajak harus jelas dan tidak dilakukan sewenang-wenang. Seperti
Wajib Pajak diwajibkan untuk mengetahui pajak terhutangnya, kapan
membayarkan pajaknya dan waktu saat pembayaran.
¢) Convinience
Saat pemungutan pajak dilakukan, harus memperhatikan kenyamanan

= (convinience) dari Wajib Pajak, yang artinya tidak menyulitkan Wajib Pajak

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

(pay as you earn).

duey 1ul snny eAuey ynanyas neje ueibeqgas diynbusw buede)iq |

d) Economy
Biaya pemungutan pajak harus dibuat serendah atau seminim mungkin, dengan

harapan akan memperoleh penerimaan pajak yang besar.

Di negara kita Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berawal dari Official

L{gLU uep ueyuinijueduaw e

H>€IUJ

esment System menjadi Self Assesment Sysem masih diterapkan, dimana Wajib Pajak

&gk

aruskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Dimana

pur tangan fiskus juga tidak terlibat dan betugas hanya untuk mengawasi saja. Oleh sebab

1 ygunsnduad *
r% uey

gaqw

it S|stem perpajakan akan semakin baik, apabila penggelapan pajak dipandang sebagai sesuatu

‘uejode

yang tidak pantas atau tidak etis untuk dilakukan (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

5. Pengertian Sanksi Perpajakan
S%buah sanksi perpajakan dibuat agar individu ataupun Wajib Pajak dapay menaati peraturan
perundarig=undangan dan juga untuk dapat ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan juga berguna

untuk mEncegah Wajib Pajak agar tidak melanggar, karena Indonesia menganut sistem

= 20



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep iUl siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

Jievipiguad yeb

gne

perpajakan dengan Self Assesment System yang berarti Wajib Pajak secara aktif dan telah

diberikafrkepercayaan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang

n(\@]llyantl Titisari, & Nurlela, 2017). Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib memahami sanksi-

Rieie

ksi perpajakan agar dapat mengetahui konsekuensi hukum, baik yang dilakukan maupun

H

n@paw

&ldak dilakukan.

Sank5| perpajakan dibuat agar dapat terciptaya keteraturan serta ketertiban perpajakan.

gﬁeqas dn

Lﬁﬁ |6ur@w 11g edin

mtah membuat sanksi perpajakan sebagai dasar yang berfungsi untuk para Wajib Pajak

melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan apabila tidak

uu\@dax ¥Mun EAUEQEdIlQﬁUSd

19s Eeje u

g
Buep

anakan maka Wajib Pajak akan menerima konsekuensi hukum. Wajib Pajak akan berfikir

sanksi yang berat akan menunggu apabila Wajib Pajak melakukan tindakan ilegal

2 Y
6u§pum

ert| menyeludupkan atau melakukan penggelapan pajak. Sanksi yang tegas dan juga adil
n dlharapkan membuat Wajib Pajak akan lebih patuh dalam membayarkan besarnya pajak

e hutang (Savitri, 2017).

\nuagd uengguad

ep gsywnjuesuasy edudy 1ul

Jenls Jenis Sanksi Perpajakan

| eAJEY UES]

Didalam Undang-Undang Perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi perpajakan menurut

smi, 2003:65-66) antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana:

)] Sanksi Administrasi

Sebuah sanksi administrasi dibuat agar Wajib Pajak pada saat melakukan tindakan pelanggaran

:Jaquins uemmﬁ/{uaw u

‘uesode) ueunsnAuad ‘yerw

akén dikenakan kerugian kepada negara, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda,
sanksi sanksi bunga dan juga sanksi kenaikan. Sanksi administrasi dilakukan kepada
pelanggaran yang tidak mengacu kepada tindak pidana perpajakan.

i) Sanksi Pidana

Sedangkan sanksi pidana yaitu upaya terakhir dari pemerintah, agar norma

perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi pidana biasanya timbul dikarenakan adanya
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pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak berupa unsur ketidaksengajaan,

kealpaan, pengabaian atau tindak pidana kejahatan lainnya.

ngkan sanksi pidana menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 macam

s

I

i Denda Pidana

| Denda pidana yang dimaksud yaitu denda yang dikenakan kepada tindak pidana yang
| te!ah melakukan tindak kejahatan dan melanggar norma.

: Piijana Kurungan

Pfdana kurungan berupa ancaman kepada tindak pidana yang melakukan pelanggaran.
Péana kurungan bisa ditujukan kepada pihak ketiga maupun Wajib Pajak.

iii) P;dana Penjara

Pi:dana penjara ditunjukkan kepada para pejabat ataupun Wajib Pajak yang telah

melakukan tindak kejahatan.

Beousw eduey 1u s!]m eAaey ynanjas neje ueibeqas d!1n6uaLu ;&_{JBJE @]_ L
Buepun-buepugEibunpuniqg eidiny

angkan Sanksi Adminstratif menurut (Sari, 2018) sehubungan dengan Undang-Undang

Huin

mor 28" Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan, sanksi administratif

4
)

agi menjadl 3 macam, yaitu :
) 7,Denda Administratif
Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran formal seperti telat menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau terlambat melaporkan ke kantor pajak akan

:1aquuns ueyingaAuaugEep

dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,. Namun jika melakukan pelanggaran Materil

‘uesode) ueunsnAuad ‘yery)r ek

seperti telah dilakukan adanya pemeriksaan namun belum dilakukan penyelidikan
maka akan dikenakan denda administratif sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang
bayar.

ii)aDenda Bunga
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Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran berupa denda bunga seperti contoh: Kurang
Bayar, Telat bayar, Pembetulan SPT masa ataupun tahunan yang dapat menimbulkan

pa%jak terutang yang lebih besar sebelum dilakuk  an sebuah tindakan pemeriksaan,

rﬁﬁka akan dikenakan denda 2% perbulan dari jumlah pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa kenaikan
seperti tidak menyampaikan SPT — nya dan bahkan apabila telah diberi peringatan atau
diiegur secara formal, dikenakan sanksi sebesar 50% dari pajak penghasilan yang
kﬁrang atau tidak bayar, dan dikenakan sanksi sebesar 100% dari pajak penghasilan
y;iﬁg kurang dipotong ataupun disetor. Apabila dalam hal ini Wajib Pajak
mfznyampaikan SPT —nya secara tidak lengkap, atau melaporkan keterangan yang tidak

sesuai yang dapat menimbulkan kerugian negara. Dan dalam hal ini jika Wajib Pajak
kéalpaannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) apabila isinya
térdapat tidak benar, tidak lengkap, yang dapat menimbulkan kerugian negara akan

dikenakan denda kenaikan sebesar 200%.

RU|

rtian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan

um dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2:

“AWajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan dalam meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang telah sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

6.1 Hakidan Kewajiban Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban dalam membayarkan pajaknya, Kewajiban

Wajib Pﬁak menurut (llyas & Burton, 2004) adalah sebagai berikut :
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Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri guna untuk
memperoleh NPWP.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP (Penghasilan Kena Pajak).

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung serta membayar sendiri
pajaknya dengan benar.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mengisi dengan benar SPT serta
memberikan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam batas waktu yang sudah
ditentukan.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan
ataupun pencatatan pajaknya.

Jika dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib untuk :

1) Bersedia untuk memberikan sebuah pinjam dan memperlihatkan catatan
yang berhubungan dengan penghasilan yang didapat atau diperoleh,
kegiatan usaha, pekerja bebas WP, ataupun objek yang terutang pajak

2) Memberi kesempatan untuk bersedia memasuki tempat guna untuk

melancarkan pemeriksaan.

- g) Apabila Wajib Pajak dalam waktu mengungkapkan pembukuan ataupun catatan

dan Wajib Pajak terikat dengan suatu kewajiban yang merahasiakan, maka

Wajib Pajak wajib untuk melakukan pemeriksaan.

h) Kewajiban untuk melunasi Bea Materai, karena menurut Undang — Undang Bea

Materai merupakan sebuah pajak yang dikenakan terhadap dokumen, maka

dokumen tersebut harus dilunasi Bea Materainya.

Sedangkan Hak Wajib Pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan

menurutfllyas & Burton, 2004) adalah sebagai berikut :
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Wajib Pajak mempunyai hak untuk membenarkan SPT (Surat Pemberitahuan).
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan
dari fiskus.

Wajib Pajak mempunyai hak memperpanjang waktu SPT.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kelebihan membayar pajak.
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan banding.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk memberitahu pejabat yang membocorkan
rahasia WP.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajaknya.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk memberikan alasan tambahan

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan

Wajib Pajak mempunyai hak untuk menunda penagihan pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk memperoleh imbalan berupa bunga,

m) Wajib Pajak mempunyai hak untuk memperoleh fasilitas perpajakan.
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n) Wajib Pajak mempunyai hak untuk meminta keterangan mengenai koreksi dalam

penerbitan ketetapan pajak.

7. Pengestian Etika

Efika merupakan baik atau buruknya perilaku seorang individu. Etika juga merupakan

pedomag@Zindividu dalam menentukan pengambilan keputusan sebelum melakukan berbagai

rangkaidh kegiatan. Hal ini bisa diartikan bagaimana individu itu sendiri melakukan tindakan

yang diaﬂggapnya baik atau buruk (Juliyani, 2016).
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B Penelitian Terdahulu

kut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan

?? dlla?’cukan oleh peneliti :

:éléPengagjh Keadilan, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib
?éa% r?:]g Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

é é é é Tabel 2.1

g_*% g 6 Penelitian Terdahulu 1

3 Nama PEneliti Tahun | Variabel Penelitian Hasil

%r.@iog E.BSantana 2020 | Keadilan, Sanksi | 1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif
é é;riés Tmnno dan Pajak, Pemahaman | terhadap persepsi wajib pajak mengenai
EIL Eagan @ISI’& Perpajakan penggelapan pajak. Hal ini menujukan apabila
?é = %_’.. keadilan semakin tinggi, maka anggapan WP
< = . mengenai penggelapan pajak dianggap tidak
i F baiik untuk dilakukan.

EE 5 2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap
E% ; persepsi wajib pajak mengenai penggelapan
g % gz;, pajak. hal ini menujukan semakin berat sanksi
E_ %T e yang diberikan pemerintah kepada WP, maka
§§ persepsi WP untu melakukan penggelapan
éé pajak akan meningkat.

E é 3. Pemahaman perpajakan berpengaruh
g § negatif terhadap persepsi wajib pajak
é_ é mengenai  penggelapan pajak. Hal ini
E 3 menujukan bahwa jika pemahaman WP tinggi

maka perilaku WP akan semakin baik dan
tindakan WP dalam melakukan Tax Evasion

semakin rendah.

319 uen MIM) e)iew.ioju] uep sjusig 3nNNIsu|

26




‘OyVIg] uiz! eduey

undede ynjuaq wejep iUl siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

SSINISNE 40 TOOHDS
HID NV M

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

eyvininuad ||pﬁ|||1||ada\1 ynun eAuey uedinbuad

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak.

® Tabel 2.2
. ; “I;_ Penelitian Terdahulu 2
¥ § mag’enelltl Tahun | Variabel Penelitian Hasil
éraﬁlai 2019 | Keadilan, Self | 1. Keadilan pajak berpengaruh positif
rémman:wella Assesment ~ System, | terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas
‘Qa pelayanan aparat | Penggelapan Pajak.
r pajak 2. Self Assesment System berpengaruh negatif

ML

buepun-buepun !6unpumgc§1d

terhadap Persepsi  Wajib Pajak atas

Penggelapan Pajak.
3. Pelayanan aparat pajak bepengaruh positif
Wajib  Pajak atas

terhadap  Persepsi

Penggelapan Pajak.

11 eAuey ues

J.kuadoye!mauad ‘u

) eyilew.ioju] uep siusig inasuj) D)Bi

3Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Sanksi

A

pajakgn Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

(319

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu 3

]

QJ

ma=Peneliti

Tahun

Variabel Penelitian

Hasil

‘uetodey ueunsnAuad ‘ues
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Z

2018

Sosialiasi
Perpajakan,
Penegakan Hukum,

Sanksi Perpajakan

1. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh
terhadap persepsi wajib pajak mengenai
penggelapan pajak (tax evasion)

2. Penegakan Hukum berpengaruh negatif
terhadap persepsi wajib pajak mengenai
penggelapan pajak (tax evasion)

3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif
terhadap persepsi wajib pajak mengenai

penggelapan pajak (tax evasion).

91D ueDj YIM) exjrew.oju] uep sjusig INNSE
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’i 4 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai

Penggelépan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam).

| ?‘ IN3}ISuU] - MY 1491

buepun-buepun 16unpuijig eydiFEye

duey 1ui sumé@ex ynJanmas neje uelbeqgas dingpu

Diskriminasi,
Kepatuhan,
Pengetahuan

Perpajakan

SE-RE Tabel 2.4

g § = Penelitian Terdahulu 4

{;*EN_aLma;Deneliti Tahun | Variabel Penelitian Hasil

tMa ma‘ 2018 | Sistem Perpajakan, | 1. Sistem Perpajakan berpengaruh positif

terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai
etika atas penggelapan pajak.
2.Diskriminasi berpengaruh negatif
terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai
etika atas penggelapan pajak.
3. Kepatuhan berpengaruh positif terhadap

persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas

Kualitas Pelayanan,
dan  Terdeteksinya
Kecurangan terhadap

penggelapan pajak

: penggelapan pajak.

: ~ 4.Pengetahuan  Wajib ~ Pajak  positif
g 2 berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak
2 mengenai etika atas penggelapan pajak.

?p.i?engaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap

53 _ _ .

sPenggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan) :

3 % e Tabel 2.5

2 5 £ Penelitian Terdahulu 5

g_ Nama Péneliti Tahun | Variabel Penelitian Hasil

5 éndannginarsih 2018 | Sistem Perpajakan, | 1. Hasil penelitian mengatakan terdapat

pengaruh negatif secara parsial antara sistem

perpajakan terhadap penggelapan pajak, Hal

ini menunjukan semakin baik sistem
perpajakan, maka akan  menurunkan
penggelapan pajak.

2. Kualitas pelayanan pengaruh negatif dan

signifikan terhadap tindakan penggelapan
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pajak, hal ini menunjukan kualitas pelayanan
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Ni Konfang Trie
Jlianti Dewi, Ni

1]
‘I%etut o Lely

@ryani

<
@D
=
=
é
QO
=,

Pajak, Sistem
Perpajakan,
Diskriminasi,
Pengetahuan Wajib
Pajak Intensitas
Pemeriksaan Pajak

@ yang baik akan meningkatkan kepatuhan WP

- = dalam membayar pajaknya.
'ij g § 3. Kemungkinan terdeteksi kecurangan
é é E’ herpengaruh negstif secara parsial antara nilai
éé § % signifikan kurang dari 0.05 Hal ini
gr é g @ menunjukan semakin tinggi tingkat terdeteksi
é % Q_é g kecurangan maka semakin menurunkan tindak
§§ § é; penggelapan pajak.
S4 2 =
L;:“pg%ktog_— Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas
%i%ngﬁgelaﬁan Pajak (Tax Evasion)
§ in ) :z: Tabel 2.6
® %ﬁ g Penelitian Terdahulu 6
g:i Iéama P-gneliti Tahun | Variabel Penelitian Hasil

J : 2017 | Keadilan Pajak, Tarif | 1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif pada

persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai
etika atas penggelapan pajak.
2. Diskriminas berpengaruh positif pada
persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai
etika atas penggelapan pajak.

3. Sistem perpajakan berpengaruh negatif
pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi
mengenai etika atas penggelapan pajak

4. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh
negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang
Pribadi mengenai etika atas penggelapan
pajak.

5. Intensitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh
negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang
Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak

31D uepy XIM)| eyj3euwsioju] uep sjusig 3n3Isu
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7. Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi

Perpajak@an)terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak

—_

Pengetahuan Wajib
Pajak,

Pemeriksaan Pajak

Intensitas

SE-T Tabel 2.7

g § = Penelitian Terdahulu 7

{;”- éarga Peneliti Tahun | Variabel Penelitian Hasil

g %té i‘:Yulianti, 2017 | Keadilan Pajak, Tarif | 1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif
E %anm_ﬁkai Hendra Pajak, Sistem | terhadap persepsi penggelapan pajak badan.
%ﬁ'“@ﬂ“ Siti Perpajakan,  Sanksi | 2. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap
Tg NU@EH Perpajakan, persepsi penggelapan pajak

é e § Teknologi 3. Sistem perpajakan tidak berpengaruh
t; % L:C ¢ Perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak badan.
3% g i: 4. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap
_§_ g persepsi penggelapan pajak badan.

E g s 5. Teknologi Perpajakan berpengaruh erhadap
g § ‘ persepsi penggelapan pajak badan.
;iBQ:Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan
P

23 _ Tabel 2.8

gé f Penelitian Terdahulu 8

; %Namj eneliti | Tahun | Variabel Penelitian Hasil

g Igi Komang Trie | 2016 | Keadilan Pajak, | 1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif
%_Ellantl DeW| dan Sistem Perpajakan, | terhadap persepsi Wajib Pajak Orang
_é Lely Aryanl Diskriminasi, Pribadi mengenai etika atas penggelapan

pajak.

2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif
Wajib Pajak Orang
Pribadi mengenai etika atas penggelapan

terhadap persepsi

pajak.
3. Diskriminasi  berpengaruh

Wajib Pajak Orang

positif

terhadap persepsi
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Pribadi mengenai etika atas penggelapan
pajak.
4.Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh

i; g negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang
éé . Pribadi mengenai etika atas penggelapan
§2 1 3 pajak

§r E* g 5. Intensitas Pemeriksaan pajak berpengaruh
é % Q_é 3 ‘ negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang
§§ § 3, Pribadi mengenai etika atas penggelapan
ti ?é % E pajak.

%%@gafuh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib
%’%aﬁ Mengenai Penggelapan Pajak.

HER: Tabel 2.9

%% @ Penelitian Terdahulu 9

< Nama Pgneliti Tahun | Variabel Penelitian Hasil

é—é.A 5 Mirah | 2015 Pengaruh Sistem | 1. Sistem Perpajakan memiliki pengaruh
% F_C;radnya Paramita Perpajakan, negatif pada persepsi wajib pajak tentang
% (i)ﬁn I Gusti Ayu Keadilan, dan | perilaku penggelapan pajak. Hal ini
% éyoman Teknologi menunjukkan  bahwa  apabila  sistem
‘; %udlasrh Perpajakan pada | perpajakan semakin baik,maka anggapan WP
é § = Persepsi Wajib Pajak | mengenai perilaku penggelapan pajak akan
g % ~ Mengenai dianggap tidak baik.

é‘ % 7 Penggelapan Pajak 2. Keadilan memiliki pengaruh negatif pada

persepsi  wajib pajak mengenai perilaku

penggelapan pajak. Hal ini menujukkan

bahwa jika tingkat keadilan tinggi, maka
anggapan WP mengenai perilaku penggelapan
pajak dainggap tidak baik.

3. Teknologi perpajakan tidak memiliki
pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak

tentang perilaku penggelapan pajak. Hal ini
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menunjukkan  bahwa  jika  teknologi

=]
(219 ueny Yimy exnewaojuLye

o

<

@ perpajakan baik, maka WP mempresepsikan
; T perilaku penggelapan pajak tidak baik.

E&t% AInaI'§ s Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak
ﬁrhi&dap? ersepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat
8o & Tabel 2.10
EE § § Penelitian Terdahulu 10
T; lgra%a Pénelltl Tahun | Variabel Penelitian Hasil
éliileéian% 2014 | Keadilan Pajak, | 1. Keadilan pajak berpengaruh negatif dan
< I%urgaiav@ti, Agus Biaya  Kepatuhan, | signifikan terhadap persepsi wajib pajak
éi ri§n dan Tarif Pajak mengenai penggelapan pajak
§ 2. Biaya Kepatuhan berpengaruh positif dan
t% signifikan terhadap persepsi wajib pajak

C. KeranAgka Pemikiran

9y

5

c

=

3.

)
gfié mengenai penggelapan pajak.
9 3 3. Tarif Pajak berpengaruh positif dan
4 D
g—.g signifikan terhadap persepsi wajib pajak
Q C . .
1 3 mengenai penggelapan pajak.
a5
Q o
—t- Q
g o
S A
13 @
3s =
42 &
g9 S =
22 @
T> @
32 =
o =
- Q.

Q

Bérdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas, maka kerangka pemikiran dalam
q

penelitiag ini adalah :
=

1) Fa:rsepsi Wajib Pajak tentang Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax

N
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Keadilan mempunyai arti sama beratnya, tidak memihak, dan mendapatkan perlakuan

yang sama)sedangkan penggelapan pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi bahkan

—

smenghapis besarnya pajak yang tehurtang. Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka

oo

qgaliéln diperlakukan dengan adil, oleh karena itu keadilan sangat diperlukan agar tidak

uo

I

-meényebalbkan perlawanan pajak seperti penggelapan pajak. Jika tingkat keadilan tinggi, maka

ueq edn
auwl

d|1n

Sind

'1!G8‘1d!0

j Pajak maupun masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak bukanlah hal

ggbalk untuk dilakukan. Namun sebaliknya, jika tingkat keadilan semakin rendah, maka

@dex@wn

19sZeie udbeq

BpL@ 1bu

park: Wajlb Pajak ataupun masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak

Bu

1g hal yang wajar untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Trie Julianti Dewi dan Lely Aryani (2016)

eyipipuad yebun
buepun

n) eAuey yrn

>
c
>
 S—
c
=
P
D
>
o
D
s
D
=~
D
D
o
)
>
e}
2
D
=
o
@D
=
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@D
>
«Q
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=
c
=
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@D
«Q
D
=,
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=
=0
D
o
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o
o
@D
>
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«Q
@
[<Y)
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<)
>
e}
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o8]
=
<
D
>
(@]

art| semakm baiknya keadilan maka anggapan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan

&) edu®) jul

ak semakln rendah. Penelitan terdahulu yang dilakukan oleh A.A Mirah Pradnya Paramita

I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2015) menunjukkan keadilan berpengaruh negatif terhadap

UBywinfeou

ggelapan pajak.
2) Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax
Eyasion).

Sistém perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah dengan menerapkan Wajib Pajak

:Ja@Uns ueyingakuaw uep

uk seeara aktif dalam melaporkan besarnya pajak terhutang sedangkan tugas pelayanan

esodgy ueunsnAuad ‘yeiw) eA4ey ueglnuagsuenpauad

Daparat pajak hanya bertugas untuk mengawasi saja (Self Assesment System). Dikarenakan
Indonesid menganut sistem perpajakan dengan Self Assesment System, maka Wajib Pajak
diharapkan untuk secara sadar melakukan kewajiban perpajakan nya secara sendiri dengan
membertkan kepercayaan kepada Wajib Pajak yang berguna meningkatkan kesadaran dalam

menyetarkan pajaknya. Sistem perpajakan ini dapat berjalan dengan aktif dan baik apabila di
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dalam suatu negara kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance), kejujuran, dan
kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayarkan besarnya pajak yang terhutang (Radjijo, 2007).
© Penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) menunjukkan sistem perpajakan
pengatuh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem
p&jakan yang semakin baik maka anggapan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak

nggapsSemakin tidak etis, namun sebaliknya apabila sistem perpajakan semakin kurang baik,

CLE d!m&aw Rieseyqg -y

yun ghueyyedinguad e
[%1(3“3

6

Bun)

anggapan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang

5

k

bu

tas urituk dilakukan. Hal ini dikarenakan, Wajib Pajak akan memanfaatkan celah di dalam

n1as Beje u

ran
B

epug |

perpajakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan

urangan dengan cara melakukan tindakan penggelapan pajak yang dapat menimbulkan

eABey y
ugPun

b

@Dn)

ugian negara

3) Persep5| Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax
Evasion).

Sanksi Perpajakan merupakan sebuah sanksi yang dibuat untuk dapat dipatuhi dan dituruti.

enurut Jatmiko (2006) dalam (Erline, Ratnawati, & Andreas, 2018) sanksi pajak dengan

uguep ugjwnjuedusw eduey 1ul

enda yang tinggi dapat membuat Persepsi Wajib Pajak bahwa membayar pajak adalah suatu
al yang merugikan, hal ini dapat membuat Wajib Pajak merasa tertekan akibat sanksi yang

rlalu berat dan dapat menimbulkan tindakan penggelapan pajak. Dimana hal ini, Wajib

ns L@mnq;ﬁ(ua

Pajak aKan berfikir bahwa penghasilan atau pendapatan yang mereka peroleh untuk apa

HUES]

dlberikah kepada negara karena belum tentu Wajib Pajak akan mendapatkan timbal balik
secara tfangsung (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Orang pribadi dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya akan melihat apakah sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem (2018) menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan
berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Rio Santana, Aries

Tanno dah Fauzan Misra (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif
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